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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan
oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pagaralam,
selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta

para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari
2019 vyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada
tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Pga,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Permohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam
dengan seorang laki-aki yang bernama Anuwar bin Sawal pada tanggal 3
November 1996, namun suami Pemohon telah meninggal dunia
tanggal 3 Agustus 2003;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon
telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

1. ANAK PERMOHON, laki —laki, umur 21 tahun;
2. ANAK PEMOHON, laki — laki, umur 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki - laki Pemohon yang

bernama Rano Saputra bin  Anwar tersebut dengan seorang
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perempuan bernama CALON MEMPELAI WANITA, umur 18 tahun,
agama islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Desa Cawang
Baru Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara
Kota Pagaralam;

4. Bahwa anak pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CALON
MEMPELAI WANITA, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak
bisa dipesahkan lagi bahkan keduanya telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya telah sepakat untuk
melanjutkan ke jenjang perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh
keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan CALON MEMPELAI
WANITA tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun
sesusuan;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak
Pemohon tersebut dengan CALON MEMPELAI WANITA ke Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pagaralam Selatan , namun Kantor Urusan Agama
tersebut menolak dengan Surat Penolaknya Nomor
20/KUA.06.09.02/Pw.00/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Selatan dikarenakan umur
anak Pemohon baru 17 tahun 5 bulan;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonaan Dispensasi
Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan
perkawinan dengan M CALON MEMPELAI WANITA;

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan atas, maka
pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cg. Majeis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan,
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan
Pemohon vyang bernama Rano Saputra bin Anwar dengan
seorang perempuan bernama CALON MEMPELAI WANITA,;
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3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum
yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon
telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
alat bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK:
1672025902790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota
Pagar Alam tanggal, 12 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah
di-nazzegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan
diparaf;

2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Irwan N nomor 1672020306090004
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor DisDukcapil Kota Pagar Alam
tanggal, 28 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah di-nazzegelen yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan
aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Foto kopi Akta Kelahiran An. Rano Saputra nomor; 477/20036/Ist/2010
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pagar Alam tanggak 20 April 2010, bermeterai cukup dan telah
di-nazzegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan
diparaf;

4. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Rano Saputra dan Siska Febi
Novalia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar
Alam Selatan Kota Pagar Alam nomor 20/KUA.06.0902/PW.00/01/2019
tanggall5 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;;
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Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar
keterangannya secara terpisah di persidangan yakni:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, saksi
mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di muka sidang saksi tersebut
memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada
pokoknya sebagai berikut:

. Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah bertetangga jarak 3
rumabh;

. Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan
permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama :
Rano Saputra dengan Siska Febi Novalia;

" Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, memohon
supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Rano Saputra
dengan Siska Febi Novalia namun pihak Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan
disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-
undang;

. Bahwa, status anak Pemohon yang bernama Rano adalah bujangan
dan belum pernah menikah;

. Bahwa, status calon isteri anak Pemohon yang bernama Siska adalah
gadis;

" Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Rano dengan calon isteri
anak Pemohon yang bernama Siska tidak ada hubungan nasab,
hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi
keduanya menikah;

" Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Rano sudah
matang secara mental dan finansial untuk membina rumah tangga

dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Siska, dan Rano
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bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga
anaknya tersebut;

" Bahwa, antara anak Pemohon Rano Saputra dengan Siska Febi
Novalia sudah sama-sama saling mencintai bahkan orangtua calon
laki-laki sudah sepakat untuk melamar Siska Febi Novalia;

" Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak
bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami
isteri dan sudah hamil;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Tukang Parkir di Pagar Alam Square, bertempat tinggal di
Kota Pagar Alam, saksi mengaku sebagai Ketua RT yang sekaligus
bertetangga Pemohon dan di muka sidang saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya
sebagai berikut:

" Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah bertetangga jarak 8
rumah sekaligus sebagai Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;

" Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan
permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama :
Rano Saputra dengan Siska Febi Novalia;

. Bahwa, sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, memohon
supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Rano Saputra
dengan Siska Febi Novalia namun pihak Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan
disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-
undang;

. Bahwa, status anak Pemohon yang bernama Rano adalah bujangan
dan belum pernah menikabh;

" Bahwa, status calon isteri anak Pemohon yang bernama Siska adalah
gadis;

" Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Rano dengan calon isteri

anak Pemohon yang bernama Siska tidak ada hubungan nasab,
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hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi
keduanya menikah;

" Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Rano sudah
matang secara mental dan finansial untuk membina rumah tangga
dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama Siska, dan Rano
bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga
anaknya tersebut;

" Bahwa, antara anak Pemohon Rano Saputra dengan Siska Febi
Novalia sudah sama-sama saling mencintai bahkan orangtua calon
laki-laki sudah sepakat untuk melamar Siska Febi Novalia;

. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak
bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami
isteri dan sudah hamil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon telah hadir secara in person di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak
Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon
mencapai usia minimal untuk perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil,
karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan

Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3)
Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya
disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b.
waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infag; h. shadagah; dan i.
ekonomi syari'ah”.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai
permohonan Dispensasi Kawin yang merupakan bagian dari bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal tersebut di atas, Pengadilan Agama
berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan yang bersifat
volunter dan berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon di
persidangan, Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Kabupaten Pagar
Alam, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang mengadili dan
memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah
mengenai permohonan dispensasi kawin, hal mana anak kandung laki-laki
Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI PRIA bermaksud akan
melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama CALON
MEMPELAI WANITA, sementara usia anak kandung laki-laki Pemohon
tersebut kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena belum memenubhi
batas minimal usia perkawinan sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam menolak
untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi maksud Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal adanya
penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk) Atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah
bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai Pemohon bernama Emi Asli Ana sebagai warga Kota Pagar Alam,
yang mengaku sebagai Ibu kandung dari Rano bin Anuar yang mempunyai
hubungan sebagai ayah/bapak pihak dari calon pria, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPA yang menjelaskan bahwa “... dapat minta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua
orang tua pihak pria atau pihak wanita ". oleh karena itu, menurut Majelis
Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah
mempunyai wewenang di Pengadilan) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga)
yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah Ibu kandung
CALON MEMPELAI PRIA, dan di persidangan Pemohon mengaku telah
bercerai dengan ayah kandung Rano dan telah menikah lagi dengan Irwan. N,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh
karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran An
CALON MEMPELAI PRIA) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai
cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
CALON MEMPELAI PRIA lahir pada tanggal 14 Agustus 2001 (umur 17 tahun 5
bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.
Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan
dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal
seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan
melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim akan
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memeriksa tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang
sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 (Surat Penolakan
Pernikahan) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai pria belum
mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak
oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam
Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.
Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon ke
muka sidang merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang
yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan
keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di muka sidang, dan
keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan,
maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut
sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan
tersebut secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang
lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah
memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut
terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal
306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana
dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat
tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah
mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan
Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan

keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah
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diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang

sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang CALON MEMPELAI PRIA, lahir pada tanggal
14 Agustus 2001 (umur 17 tahun 5 bulan) sebagai calon mempelai pria,
belum cukup umur 19 tahun untuk melakukan perkawinan;

- Bahwa kedua calon sudah saling kenal, saling mencintai, bergaul akrab,
telah sama-sama baligh (dewasa), dan telah sama-sama sepakat untuk
menikah;

- Bahwa kedua calon tidak ada larangan/ halangan dalam melangsungkan
perkawinan (mahram);

- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena
keduanya belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan
bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai
umur 16 (enam belas) tahun”, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
bahwa anak kandung laki-laki Pemohon tersebut belum cukup umur untuk
melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan
terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun usia perkawinan anak laki-laki
Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang
ditentukan oleh Undang-undang, namun kedua calon mempelai sudah saling
mempunyai keinginan yang kuat untuk berumah tangga dan sulit untuk
dipisahkan serta keduanya sanggup menjalankan kehidupan rumah tangganya
dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, hal mana
telah menunjukkan keinginan keduanya telah bulat untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmabh;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, calon mempelai pria dan
calon mempelai perempuan telah bertekad bulat untuk melangsungkan
pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghilangkan mudharat
yang lebih besar dari pada mendatangkan manfaatnya, maka penolakan
pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota
Pagar Alam tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi
yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci
maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi
menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam
Alguran surat An Nur ayat 32 sebagai berikut Artinya : “dan kawinkanlah
orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak
(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui”.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan
untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18
Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk
menikah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih
sebagai pendapat Majelis terhadap kaidah Ushul Figh dalam kitab Asybah Wa
Nadhair yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ie )

.

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

dan juga kaidah Ushul Figh yang berbunyi:

Flall Cdor o pois il 1
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Artinya: “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada

menarik kebaikan/ kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghindari kemadharatan,
bahwa permohonan Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anak kandung
laki-laki Pemohon untuk menikah dibawah umur patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua undang-undang
nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon PEMOHON untuk
menikahkan anak Pemohon bernama (Rano Saputra bin Anwar) dengan
calon strinya bernama (CALON MEMPELAI WANITA);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami Febrizal
Lubis, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.l. dan
Marlina, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Ahmad Aily, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I. Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Hakim Anggota

Marlina, SH.l., MH.

Panitera Pengganti,

Ahmad Aily, SH

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang Rp 100.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
Jum1l ah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Ahmad Aily, S.H.
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